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 Dengan teknologi semakin maju sekarang dalam pengesahan perseroan 
persada sebagai badan hukum menggunakan sistem online melalui sistem 
administrasi badan hukum atau yang biasa disebut sisminbakum. Penelitian ini 
bertujan (1) Untuk mengkaji hal-hal apa saja yang dapat membuat Perseroan Terbatas 
ditolak dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (sisminbakum). (2) Untuk 
mengkaji hambatan yang timbul dalam pengesahan Perseroan Terbatas melalui 
Sistem Administrasi Badan Hukum (sisminbakum). Jenis penelitian yang digunakan 
penulis adalah yang bersifat deskriptif. Penelitian Deskriptif yang menggambarkan 
suatu subjek atau obyek dengan fakta yang ada. Hasil Penelitian (1) Penolakan 
Pengesahan Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum Dalam Sistem Administrasi 
Badan Hukum apabila dalam pendirian PT tidak memenuhi syarat  2 suku kata asing. 
(2) Proses Penyelesaian Terhadap Penolakan Pengesahan Perseroan Terbatas sebagai 
Badan Hukum Dalam Sistem Administrasi Badan Hukum yaitu dengan memesan 
ulang nama PT yang baru dengan sebaiknya menggunakan 3 suku kata berbahasa 
Indonesia dan jika memang pemohon ingin menggunakan kata asing hendaknya kata 
asing tersebut berjumlah satu kata dan dua kata lainnya berbahasa Indonesia. Untuk 
proses selanjutnya sama seperti proses awal pendirian PT. Prosedur pendirian 
PT di dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT diatur di dalam Pasal 7 sampai 
dengan Pasal 14 (delapan pasal). Menurut Pasal 7 ayat ( 1 ) UU No. 40 Tahun 2007 
tentang PT, dikatakan bahwa “Perseroan didirikan minimal oleh 2 ( dua ) orang atau 
lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. 
 Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan 
masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan 
di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. 














 With technology increasingly advanced now in the ratification of the Persada 
company as a legal entity using an online system through the legal entity 
administration system or what is commonly called sisminbakum. This research aims 
(1) To examine the things that can cause a Limited Liability Company to be rejected 
in the Legal Entity Administration System (sisminbakum). (2) To examine the 
obstacles that arise in the ratification of a Limited Liability Company through the 
Legal Entity Administration System (sisminbakum). The type of research used by the 
writer is descriptive. Descriptive research that describes a subject or object with 
existing facts. Research Results (1) Rejection of Ratification of a Limited Liability 
Company as a Legal Entity in the Legal Entity Administration System if the 
establishment of a PT does not meet the requirements of 2 foreign syllables. (2) The 
Settlement Process of the Rejection of Ratification of a Limited Liability Company as 
a Legal Entity in the Legal Entity Administration System, namely by re-ordering the 
name of a new PT with preferably using 3 syllables in Indonesian and if indeed the 
applicant wants to use a foreign word, the foreign word should be one word and the 
other two words are in Indonesian. The next process is the same as the initial process 
of establishing PT. The procedure for establishing a PT in Law no. 40 of 2007 
concerning PT is regulated in Article 7 to Article 14 (eight articles). According to 
Article 7 paragraph (1) Law no. 40 of 2007 concerning PT, it is said that “The 
company is established by at least 2 (two) or more people with a notary deed made in 
Indonesian. 
 Based on the results of this study, it is hoped that it will become material for 
information and input for students, academics, practitioners, and all those in need in 
the Faculty of Law, Pancasakti University of Tegal. 















 Proses belajar adalah membaca atau mendengar, ditunjukan dan dilakukan, 
mengasah diri, mempertajam kesadaran  jiwa sehingga kita mampu menyadari 
keberadaan Allah SWT dalam segala aspek kehidupan 
 Pahami Proses Kerja adalah sebagai proses belajar. Lakukan kerja dengan 
penuh kesadaran, semangat dan tanggung jawab, sehingga tidak merasa kerja 
sebagai suatu beban dan dapat menjalani semuanya dengan penuh kedamaian 
 Orang bijaksana memiliki rasa toleransi yang tinggi untuk memahami orang 
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A. Latar Belakang  
 Kebutuhan akan jasa Notaris semakin berkembang terutama dalam 
bidang usaha, khususnya dalam tumbuh kembangnya perseroan  terbatas sebagai 
badan hukum terutama pada proses pendiriannya, oleh masyarakat global saat ini 
merupakan kebutuhan yang primer. Disamping memenuhi ketentuan undang-
undang. Dalam hal ini khususnya undang-undang perseroan terbatas. Pentingnya 
para pengusaha untuk mendirikan Perseroan Terbatas karena untuk 
meningkatkan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas 
demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, 
berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga 
keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, perlu didukung oleh 
kelembagaan perekonomian yang kokoh dalam rangka mewujudkan 
kesejahteraan masyarakat dan tata cara untuk mendirikan Perseroan Terbatas 
tertuang didalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang 
Perseroan Terbatas, yaitu  :  (1) Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih 
dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. (2) Setiap pendiri 
Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan. (3) 




Peleburan. (4) Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal 
diterbitkannya keputusan menteri mengenai pengesahan  badan hukum 
Perseroan. (5) Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang 
saham  menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 
(enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang 
bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau 
Perseroan  mengeluarkan saham baru kepada orang lain. (6) Dalam hal jangka 
waktu sebagaimana dimaksud  pada ayat  (5) telah dilampaui, pemegang saham 
tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggung jawab secara 
pribadi atas segala perikatan dan  kerugian Perseroan, dan atas permohonan 
pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan 
tersebut. (7)  Ketentuan  yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) 
orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ketentuan pada ayat 
(5), serta ayat (6) tidak berlaku bagi : a. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki 
oleh negara; atau b. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan 
penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain 
sebagaimana diatur dalam undangundang tentang Pasar Modal. 
Peran Notaris sendiri diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum 
bagi masyarakat dalam menjalankan usahanya. Dalam ketentuan Pasal 1 
Undang-undang No 2 tahun 2014 tentng Perubahan Atas Undang-undang No 30 




“ Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat 
akta autentik dan memiliki kewenangan lainya sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan Undang-
undang lainnya “ 
 
Tugas  Notais untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan 
hukum dibutukan alat tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, 
perjanjiam, penetapan dan peristiwa hukum yang dibuat dihadapan Notaris . 
Salah satu bentuk akta tersebut adalah akta mengenai Perseroan Terbatas. 
Menurut Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, 
terdapat dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut : 
“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan adalah 
badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan 
berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal 
dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi 
persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta 
peraturan pelaksanaanya”. 
 
Pendirian Perseroan Terbatas yang dilakukan oleh para pendiri yang 
dituangkan dalam suatu akta notaris disebut dengan Akta Pendirian Perseroan 
Terbatas. Akta Pendirian ini pada dasarnya mengatur berbagai macam hak-hak 
dan kewajiban para pihak pendiri perseroan dalam mengelola dan menjalankan 
Perseroan Terbatas tersebut.1 Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tersebut yang 
merupakan isi perjanjian selanjutnya disebut dengan “Anggaran Dasar” 
perseroan. Selain membuat akta Pendirian, Perseroan Terbatas tersebut harus 
memenuhi persyaratan tertentu yaitu setelah akta pendiriannya selesai, Notaris 
wajib membuat permohonan Perseroan Terbatas untuk mendapat pengesahan 
                                                             




dari Menteri Kehakiman sebagaimana ditentukan dalam pasal 7 ayat (4)  
Undang-undang Perseroan Terbatas yang menyatakan sebagai berikut : 
“Perseroan, memperoleh status badan hukum pada 
tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai 
pengesahan badan hukum Perseroan” 
 
Saat ini pengesahan Perseroan Terbatas menjadi badan hukum dapat 
dilakukan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (sisminbakum) sesuai 
dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asas Manusia Republik 
Indonesia nomor M-01.HT.01.01.2000 tentang pemberlakuan sistem 
administrasi badan hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, 
Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 
Dalam proses pengesahan Perseroan Terbatas dengan menggunakan 
sistem manual mulai dari penerimaan berkas yang meliputi pengecekan nama, 
pembayaran pengesahan pendirian dan perubahan Perseroan Terbatas, serta 
pembuatan kartu kendali. Dokumen-dokumen pada proses manual ini seluruhnya 
masih berbentuk kertas laporan, baik pendirian, persetujuan maupun 
laporannya.2 
Pada cara kerja yang dilakukan dengan cara manual sering terjadi 
permasalahan dalam proses pengesahan Perseroan terbatas yang sering terjadi 
keterlambatan. Hal ini mungkin karena dari petugas harus memeriksa satu 
persatu permohonan yang masuk sedangkan jumlah dari permohonan tersebut 
melebihi kapasitas dari para petugas. Selain itu resiko terjadinya kesalahan-
                                                             




kesalahan dalam pemeriksaan dokumen yang dimasukkan ke Departemen 
Kehakiman dan Hak Asasi Manusia menjadi lebih besar dan tingkat keakurasian 
pemeriksaannya pun menjadi rendah.3 
Oleh karena itu dengan kemajuan IPTEK atau yang biasa disebut 
dengan Ilmu Pengetahuan Teknologi maka dari pihak Departemen Kehakiman 
dan Hak Asasi Manusia yang berkerjsama dengan pihak swasta untuk 
menyelanggarakan suatu Sistem Administrasi dilakukan secara Online. Dengan 
hadirnya internet tentu saja mempengaruhi kinerja notaris di masa yang akan 
datang maka dimungkinkan suatu sistem kerja yang online atau dapat dikerjakan  
kapanpun dan dimanapun pengguna internet  atau usertersebut berada. 4 
Setiap Notaris yang akan mengakses Sistem Administrasi Badan 
Hukum (sisminbakum) ini haruslah mendaftarkan dirinya kepihak Provider. 
Selanjutnya kepada  Notaris tersebut diberikan suatu kata kunci atau password 
yang  terdiri dari rangkaian huruf  atau angka yang dapat dirubah sesuai dengan 
keinginan dari Notaris yang bersangkutan. Selain dari pada itu Notaris juga 
dilengkapi dengan User ID atau nama dari User, biasanya adalah nama dari 
Notaris itu sendiri, untuk digunakan dalam  membuka atau memulai pengaksesan 
di dalam website Sistem Administrasi Badan Hukum (sisminbakum).5 
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4 Adrian Sutedi, Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas, Raih Asa Sukses, Penebar Swadaya Grup, 





Pada sistem ini mulai dari proses pengecekan  nama yaitu proses awal 
untuk memastikan bahwa nama yang akan digunakan oleh suatu Perseroan 
Terbatas benar-benar tidak ada yang menyerupai atau  menyamai, hingga proses 
pengesahan pendirian Perseroan Terbatas tersebut serta proses pembayaran 
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dapat dilakukan dengan mudah dan 
cepat. Namun walaupun dapat dilakukan dengan cepat dan mudah, pada system 
online ini mempunyai kelemahan atau kekurangan yang dapat membuat 
pengesahan suatu Perseroan Terbatas menjadi tidak efiesin.6 
Karena sekarang sudah ditetapkan Pengesahan Perseroan Terbatas 
menggunakan sistem internet atau online sering terjadi permasalahan yang 
biasanya timbul dari jaringan internetnya sehingga membuat lambat dalam 
pengaksesan yang menyebabkan hal ini mengakibatkan ketidakpastian hukum 
diantara seluruh pihak terkait proses pengesahan Perseroan Terbatas tersebut 
serta menimbulkan  permasalah bagi kinerja Notaris dalam  hal berkaitan dengan 
pengesahan akta pendirian Perseroan sebagai badan hukum.  
Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk 
melakukan penelitian terhadap pengesahan Perseroan Terbatas secara online 
dengan judul KAJIAN HUKUM MENGENAI PENOLAKAN 
PENDAFTARAN PERUSAHAAN MELALUI SISTEM ADMINISTRASI 
BADAN HUKUM (SISMINBAKUM). 
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B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka dapat dirumuskan 
permasalahan sebagai berikut : 
1. Apa faktor yang menyebabkan penolakan pengesahan Perseroan  
Terbatas sebagai badan hukum dalam Sistem Administrasi Badan Hukum 
 (sisminbakum) ? 
2. Bagaimanakah proses penyelesaian terhadap penolakan pengesahan 
Perseroan Terbatas sebagai badan hukum melalui Sistem Administrasi 
Badan Hukum (sisminbakum)? 
C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengkaji hal-hal apa saja yang dapat membuat Perseroan Terbatas 
ditolak dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (sisminbakum). 
2. Untuk mengkaji hambatan yang timbul dalam pengesahan Perseroan 
Terbatas melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (sisminbakum) 
D. Manfaat Penelitian 
1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi 
mengenai Sistem Administrasi Badan Hukum (sisminbakum) sebagai sarana 
untuk membantu notaris dalam pengesahan akta-akta perseroan terbatas. 
2. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 




a. Notaris, selaku pengguna Sistem Administrasi Badan Hukum 
(sisminbakum) agar lebih memahami aturan-aturan dalam pelaksanaan 
Sistem Administrasi Badan Hukum (sisminbakum). 
b. Masyarakat, selaku klien dapat mengetahui secara transparan bahwa sistem 
Administrasi Badan Hukum (sisminbakum) dapat mempercepat proses 
pengesahan PerseroanTerbatas. 
E. Tinjauan Pustaka 
Tinjauan pustaka memiliki tujuan utama yakni memberikan informasi 
kepada pembaca bahwa hasil penelitian lain yang berkaitan erat dengan penelitian  
yang akan dilakukan, menghubungkan penelitian dengan literatur-literatur yang 
ada dan mengisi celah-celah penelitian yang ada sebelumnya.7 Hasil penelitian 
yang relevan bukan berarti sama dengan yang akan diteliti, tetapi masih dalam 
lingkup yang sama. Secara teknis hasil penelitian yang relevan dengan apa yang 
akan diteliti dapat dilihat dari permasalahan yang diteliti, waktu penelitian, tempat 
penelitian, sampel penelitian, analisis, dan kesimpulan.8 
Penelitian yang relevan dalam hal ini dapat dikemukakan sebagai berikut : 
1. Skripsi yang ditulis oleh Dewi Rahmawati, yang berjudul 
“Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Permohonan Pengesahan Badan 
Hukum Perseroan Terbatas Secara Online Sistem Melalui Aplikasi Sistem 
Administarsi Badam Hukum (sisminbakum) ”, tahun 2016 jurusan Magister 
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Kenotariatan Universitas Sebelas Maret, skripsi ini membahas tentang proses 
input data kedalam Sitem Admintarsi Badan Hukum (sisminbakum) untuk 
permohonan pengesahan Perseroan Terbatas. Persamaan dari skripsi tersebut 
dengan penelitian penulis yaitu penginputan untuk pengesahan pendirian 
Perseroan Terbatas melalui Sistem Administrasi Badan Hukum 
(sisminbakum) sedangkan untuk perbedaannya tesis tersebut tidak 
memaparkan masalah-masalah yang timbul dalam penginputan pengesahan 
Perseroan Terbatas secara online. 
2. Tesis yang ditulis oleh Budi Harto, Sarjana Hukum, yang berjudul “Eksistensi 
Akta Pendirian Perseroan Terbatas Akibat Ganguan Pada Sisminbakum”, 
tahun 2010, jurusan Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro 
Semarang, membahas tentang akibat ganguan pengesahan pendirian Perseroan 
Terbatas dengan Sistem Administrasi Badan Hukum 
(sisminbakum).Persamaan dari tesis tersebut dengan penelitian penulis yaitu 
adanya ganguan pengesahan pendirian Perseroan Terbatas dengan Sistem 
Administrasi Badan Hukum (sisminbakum) onlinesedangkan untuk 
perbedaannya tesis tersebut memiliki masalah-masalah berbeda yang akan 
penulis paparkan dalam pengesahan Perseroan Terbatas secara online 
3. Tesis yang ditulis oleh Luqman Rahmadi, yang berjudul “Analisis Pengesahan 
Pendirian Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum Melalui Sistem 




Kenotariatan Depok Universitas Indonesia, membahas tentang cara 
penyelesaian pendirian Perseroan Terbatas sebagai badan hukum yang 
memiliki jangka waktu dari Sistem Administrasi Badan Hukum 
(sisminbakum).Persamaan dari tesis tersebut dengan penelitian penulis yaitu 
penyelesaian untuk pengesahan pendirian Perseroan Terbatas yang telah 
melebihi jangka waktu dari Sistem Administrasi Badan Hukum 
(sisminbakum) sedangkan untuk perbedaannya disini penulis memaparkan 
masalah-masalah yang timbul bukan karena melebihi jangka waktu saja. 
4. Tesis yang ditulis oleh Anny Diharti, yang berjudul “ Tinjauan Yuridis 
Terhadap Pengesahan Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum Melalui 
Sistem Administrasi Badan Hukum” tahun 2008, Jurusan Magister Ilmu 
Hukum Universitas Diponegoro Semarang, tentang Pemberian status hukum 
Perseroan Terbatas harus memenuhi persyaratan tertentu yaitu setelah akta 
pendiriannya mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman sebagaimana 
ditentukan dalam Pasal 7 ayat (4) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 
tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan sebagai berikut: Perseroan 
memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan 







F. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
`Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yang bersifat 
deskriptif, yaitu penelitian yang merupakan prosedur pemecahan masalah yang 
diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek dan objek 
penelitian pada sekarang berdasarkan fakta yang ada.9 
2. Pendekatan Penelitian 
 Berdasarkan permasalahan yang ada dalam penelitian ini maka penelitian ini 
termasuk penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan 
cara meneliti bahan pustaka, yang menggunakan objek kajian penulisan berupa 
pustaka-pustaka yang ada, baik berupa buku-buku, majalah, dan peraturan-
peraturan yang mempunyai korelasi terhadap pembahasan masalah, sehingga 
penulisan ini juga bersifat penulisan pustaka (library research).10 
3. Sumber Data 
Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data 
sekunder, 
a) Data Primer 
Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 
1) Undang–Undang 
2) Buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini 
                                                             
9 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum,  Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004, 
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3) Karya ilmiah atau jurnal yang berkaitan dengan penelitian 
4) Infomasi yang dikutip dari internet 
b) Data Sekunder 
Data sekunder yaitu sejumlah keterangan atau fakta yang diperoleh 
secara tidak langsung, tetapi melalui penelitian kepustakaan. Bahan hukum 
sekunder meliputi : jurnal,  literature, buku, laporan penelitianyan berkaitan 
dengan permasalahan yang diteliti. 
4. Metode Pengumpulan Data 
Dalam proses pengumpulan data penulis disini menggunakan metode Study 
Kepustakaan dan Wawancara, data yang diperoleh baik dari studi lapangan 
maupun studi dokumen pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis 
secara deskriptif kualitatif, yaitu  setelah data terkumpul kemudian dituangkan 
dalam bentuk uraian secara logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk 
memperoleh  kejelasan penyelesaian  masalah, kemudian ditarik kesimpulan, 
yaitu hal-hal yang bersifat khusus. 
5. Metode Analisis Data 
Seluruh data yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis dengan 
menggunakan  metode kualitatif. Metode analisis data yang digunakan adalah 
metode kualitatif yaitu  metode yang menganalisis terhadap data kualitatif 
yaitu data-data yang terdiri dari rangkaian kata-kata. Dengan  menganalisis 




antara data yang satu dengan data yang lainnya secara sistematis, pada 
akhirnya disusun atau disajikan dalam bentuk penulisan hukum.11 
G. Sistematika Penulisan 
 Sistematika penulisan skripsi memberikan gambaran dan 
mengemukakan garis besar skripsi agar memudahkan di dalam mempelajari 
seluruh isinya. Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai arah dan ruang 
lingkup skripsi ini, maka disajikan sistematika skripsi sebagai berikut:  
BAB I PENDAHULUAN Bab ini adalah bab yang berisikan tentang Latar 
Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat 
Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika 
Penulisan.  
BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL Bab ini adalah bab yang berisikan 
tentang Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas dan Tinjauan 
tentang Sistem Administrasi Badan Hukum (sisminbakum) dalam 
Pengesahan Perseroan Terbatas dan Pengesahan Perseroan Terbatas 
melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (sisminbakum). 
BAB III  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Bab ini adalah bab 
yang berisikan tentang Hasil Penelitian dan Analisa, akan diuraikan 
mengenai, digunakannya teknologi Sistem Administrasi Badan Hukum 
(sisminbakum) dalam proses pengesahan Perseroan Terbatas, 
                                                             





pelaksanaan pengesahan Perseroan Terbatas menjadi badan hukum 
melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (sisminbakum) dan 
masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan pengesahan 
Perseroan Terbatas melalui Sistem Administrasi Badan Hukum 
(sisminbakum). 
BAB IV  PENUTUP Bab ini berisikan tentang Penutup yang terdiri dari : 













A. Tinjauan Umum Tentang Badan Hukum 
Subyek hukum memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting 
didalam bidang hukum keperdataan karena subyek hukum tersebut yang dapat 
mempunyai wewenang hukum. Istilah subyek hukum berasal dari terjemahan 
bahasa belanda dan bahasa inggris yaitu rechtsubject atau law of subject diartikan 
sebagai pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia dan badan hukum.12 
Badan  hukum  adalah  suatu  badan  yang  ada  karena  hukum,  yang  
diperlukan  keberadaanya  sehingga  disebut  legal entity 33 Badan hukum ini  
adalah  rekayasa  manusia  untuk  membentuk  suatu  badan  yang  memiliki   
status,   kedudukan   dan   kewenangan   yang   sama   seperti   manusia. Oleh 
karena badan ini adalah rekayasa manusia, maka badan ini disebut sebagai 
artificial Person.13 
Badan hukum merupakan suatu organisasi atau perkumpulan yang 
dibuat dengan akta yang otentik dan dalam hukum diperlakukan sebagai orang 
yang mempunyai hak dan kewajiban atau disebut juga dengan subyek hukum 
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2015, hlm. 40. 




yang dapat dalam bentuk orang atau badan hukum. 14Pengertian lain dari badan 
hukum adalah subjek hukum (pelaku) yang tidak mempunyai wujud, atau 
wujudnya tidak tampak seperti manusia biasa namun mempunyai hak dan 
kewajiban melakukan perbuatan hukum seperti orang pribadi (natural person). 
Ciri-ciri dari badan hukum atau karakteristik badan hukum yang bisa menjadi 
subyek hukum adalah: 
1. Mempunyai kekayaan yang menjalankan aktivitas dalam badan hukum 
2. Mempunyai hak dan kewajiban yang terpisah dari orang yang melakukan 
badan hukum 
3. Terdaftar sebagai badan hukum 
4. Cakap dalam melakukan perbuatan hukum 
5. Mempunyai akta notaris pada pendiriannya. 
 Suatu  badan  hukum  dapat  disebut  sebagai badan hukum apabila dipenuhi 
beberapa syarat, yakni : 
1. Adanya  harta  kekayaan  terpisah  (hak-hak)  dengan  tujuan  tertentu  
terpisah dengan kekayaan pribadi antara anggota atau sekutu atau pemegang  
saham  dan  badan  yang  bersangkutan.  Tegasnya  ada  pemisahan kekayaan 
antara kekayaan badan atau perusahaan dan kekayaan   pribadi   para   anggota   
atau   sekutu   atau   pemegang   sahamnya 









2. Ada kepentingan yang menjadi tujuan badan yang bersangkutan 
3. Adanya beberapa orang yang menjadi pengurus badan tersebut15 
Badan hukum berarti orang (person) yang sengaja diciptakan oleh 
hukum. Sebagai badan hukum, Perseroan Terbatas mempunyai kekayaan 
tersendiri yang terpisah dari kekayaan pengurusnya. Badan hukum sebgai subjek 
hukum mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana manusia, dapat menggugat 
dan dapat digugat serta mempunyai harta kekayaan tersendiri.16 
Badan hukum berasal dari Latin yang disebut Corpus atau Body. Dia 
berbeda dengan manusia perorangan (human being). Kelahiran manusia sebagai 
badan hukum, melalui proses alamiah (natural birthprocess). Sebaliknya , 
Perseroan lahir sebagai badan hukum, tercipta melalui proses hukum. Itu 
sebabnya Perseroan disebut makhluk badan hukum yang berwujud artificial 
(kumstmatig, artificial) yang dicipta negara melalui proses hukum.17 
Badan hukum adalah suatu perkumpulan/organisasi yang oleh hukum 
diperlakukan seperti seorang manusia, yaitu sebagai pengemban hak dan 
kewajiban-kewajiban, dapat memiliki kekayaan, dapat menggugat dan dapat 
menggugat dan digugat di muka pengadilan. Yang terutama dibutuhkan ialah 
kekayaan yang terpisah dari kekayaan orang perseorangan. Menurut Salim HS, 
                                                             
15H.M.N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Djambatan, Jakarta, Tahun 
2001, hlm.46. 
16Purnadi Purbacaraka dan Seorjono Soekanto, Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum, 
Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 40. 
17Handri M. Yahya Harahap (ed), Hukum Perseroan Terbatas, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. ke-3, 




Badan Hukum adalah kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan tertentu, 
harta kekayaan, hak dan kewajiban, serta organisasi18 
Oleh  karena  badan  hukum  adalah  subyek,  maka  ia  merupakan  
badan   yang   independen   atau   mandiri   dari   pendiri,   anggota   atau   
penanam  modal  badan  tersebut.  Badan  ini  dapat  melakukan  kegiatan  bisnis 
atas nama dirinya sendiri seperti manusia. Bisnis yang dijalankan, kekayaan  yang  
dikuasai,  kontrak  yang  dibuat  semua  atas  badan  itu  sendiri.    Tindakan    dan    
perbuatan    pesero-pesero    pengurus    yang    dilakukan   atas   nama   PT   
harus   dianggap   sebagai   tindakan   atau   perbuatan   PT   dan   tentang   
pelaksanaanya,   PT   bertanggung   jawab   dengan semua harta kekayaannya.  
Agar   badan   hukum   itu   dapat   bertindak   seperti   halnya   “orang   alamiah”,  
diperlukan  organ  sebagai  alat  bagi  badan  hukum  itu    untuk  menjalin 
hubungan hukum dengan pihak ketiga.38 Artinya badan hukum ini  bertindak  
sendiri  untuk  kepentingannya  sendiri  yang  diwakili  oleh  pengurusnya   
sebagaimana   diatur   dalam   Anggaran   Dasar.   Apabila   mendapat  
keuntungan,  maka  keuntungan  itu  menjadi  kekayaan  milik  badan hukum itu, 
sebaliknya apabila menderita kerugian, maka kerugian itu ditanggung sendiri oleh 
badan hukum dari kekayaan yang dimilikinya.  
 
                                                             




Dalam badan hukum keperdataan yang penting ialah badan-badan 
hukum yang terjadi atau didirikan atas pernyataan kehendaak dari perorangan. 
Ada beberapa macam badan hukum perdata, antara lain sebagai berikut : 
1. Perseroan terbatas yang diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang 
Pereseroan Terbatas 
2. Koperasi diatur dalam UU Pokok Koperasi No. 27 Tahun 1992 tentang 
Koperasi 
3. Yayasan diatur dalam UU No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.19 
Suatu badan dikatakan mempunyai atribut sebagai badan hukum apabila 
Undang-Undang menetapkan atau menyatakan demikian. Ada beberapa syarat 
agar suatu badan usaha atau perkumpulan dapat disebut sebagai badan hukum 
terkait dengan sumber hukum khususnya sumber hukum formal, yaitu : 
1. Syarat berdasarkan ketentuan perUndang-Undangan 
2. Syarat berdasar pada hukum kebiasaan dan yurisprudensi 
3. Syarat berdasar pada pandangan doktrin20 
Syarat Berdasarkan Pasal 1653 KUHPerdata terdapat 2 (dua) cara yaitu : 
1. Dinyatakan dengan tegas bahwa suatu organisasi adalah merupakan badan 
hukum 
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2. Tidak dinyatakan secara tegas tetapi dengan peraturan sedemikian rupa bahwa 
badan itu adalah badan hukum. oleh karena itu, dengan peraturan dapat ditarik 
kesimpulan bahwa badan itu adalah badan hukum. 
Adanya badan hukum disamping manusia tunggal adalah suatu realita yang 
timbul sebagai suatu kebutuhan hukum dalam pergaulan ditengah-tengah 
masyarakat. Sebab manusia selain mempunyai kepentingan perseorangan juga 
mempunyai kepentingan bersama dan tujuan bersama yang harus diperjuangkan 
bersama pula. Karena itu mereka berkumpul mempersatukan diri dengan 
membentuk suatu organisasi dan memilih pengurusnya untuk mewakili mereka. 
Mereka juga memasukan harta kekayaan masing-masing menjadi milik bersama, 
dan menetapkan peraturan-peraturan intern yang hanya berlaku dikalangan mereka 
anggota organisasi itu. Dalam pergaulan hukum, semua orang-orang yang 
mempunyai kepentingan bersama yang tergabung dalam kesatuan kerjasama 
tersebut dianggap perlu sebagai kesatuan yang baru, yang mempunyi hak-hak dan 
kewajiban-kewajiban anggota-anggotanya serta dapat bertindak hukum sendiri.21 
Sebagaimana halnya subjek hukum manusia, badan hukum memiliki hak dan 
kewajiban serta dapat pula mengadakan hubungan-hubungan hukum baik antara 
badan hukum yang satu maupun badan hukum dengan manusia. Karena badan 
hukum dapat mengadakan perjanjian-perjanjian jual beli, tukar-menukar, sewa 
menyewa, dan segala macam perbuatan di lapangan harta kekayaan. 
 
                                                             




B. Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas ( PT ) 
 Perseroan Terbatas atau PT adalah badan hukum yang didirikan 
berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang 
seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan 
dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan serta 
peraturan pelaksanaannya.22 
 Perseroan terbatas adalah suatu bentuk usaha yang berbadan hukum yang 
pada awalanya dikenal dengan nama naamloze vennootschap istilah terbatas 
didalam perseroan terbatas tertuju pada tanggung jawab pemegang saham yang 
hanya terbatas pada nilai nominal dari semua yang dimiliki.23 
 Pasal 1 ayat (1) Undang – undang Perseroan Terbatas (UUPT) 
menegaskan bahwa Perseroan Terbatas mempunyai ciri -ciri sebagai berikut : 
1. Merupakan Badan Hukum 
2. Didirikan berdasarkan Perjanjian 
3. Melaksanakan kegiatan usaha 
4. Memiliki modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham 
5. Harus memenuhi syarat yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 40 
tahun 2007 serta Peraturan Pelaksanaanya 
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Pasal 3 ayat (1) UUPT, pemegang saham Perseroan Terbatas tidak 
bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan 
dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang 
dimiliki. Ketentuan di dalam pasal ini mempertegas ciri dari Perseroan bahwa 
pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruh saham 
dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya.24 
Pasal 3 ayat (2) UUPT yang menyatakan bahwa ketentuan di dalam 
Pasal 3 ayat (1) tidak berlaku apabila: 
1. Persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi 
2. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung atau tidak langsung 
dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi. 
3. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan 
hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau 
4. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung 
secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang 
mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi 
utang Perseroan. 
 Perseroan Terbatas atau PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan 
“perjanjian”. Karena merupakan “perjanjian” maka ada pihak-pihak yang 
membuat perjanjian tersebut yang artinya ada lebih dari satu atau 
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sekurangkurangnya ada dua orang atau dua pihak dalam perjanjian tersebut, 
seperti yang disebutkan dalam Pasal 1313 Kitab Undangundang Hukum Perdata. 
“Perjanjian” pendirian perseroan terbatas yang dilakukan oleh para pendiri 
tersebut dituangkan dalam suatu akta notaris yang disebut dengan “Akta 
Pendirian”. Akta Pendirian ini pada dasarnya mengatur berbagai macam hak-hak 
dan kewajiban para pihak pendiri perseroan dalam mengelola dan menjalankan 
perseroan terbatas tersebut. Perjanjian”  tersebut  harus  dibuat  dengan  “akta  
notaris”,  yang  berarti  bahwa  “perjanjian”  pendirian  perseroan tersebut  tidak  
dibuat  di  bawah  tangan,  tetapi  harus  dibuat  oleh  “pejabat  umum”  yang  
ditunjuk  untuk  membuat  akta  pendirian  tersebut,  yaitu  notaris  karena  akta  
yang  demikian  merupakan akta otentik.   
Wujud  pendirian  perseroan  dalam  bentuk  akta  pendirian  yang  dibuat di   
hadapan   notaris   yang   telah   disepakati   oleh   para   pendiri   memuat   
sekaligus   anggaran   dasarnya,   sejak   ditandatanganinya   akta   pendirian   
perseroan  oleh  para  pendiri  sebenarnya  perseroan  telah  berdiri.  Sifat  
hubungan  antar  pendiri  adalah  hubungan  kontraktual  karena  perseroan  belum 
memperoleh status badan hukum.25 
Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tersebut yang merupakan isi perjanjian 
selanjutnya disebut dengan “Anggaran Dasar” perseroan, sebagaimana ditegaskan 
dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Perseroan Terbatas. 
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Konsiderans Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 
yang dijadikan Pertimbangan Perubahan Undang-undang No. 1 Tahun 1995 
tentang Perseroan Terbatas, ditentukan sebagai berikut : 
1. Perekonomian Nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi 
ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berwawasan 
lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan 
kesatuan ekonomi nasional, perlu didukung oleh kelembagaan perekonomian 
yang kokoh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. 
2. Dalam rangka meningkatkan pembangunan perekonomian nasioanal dan 
sekaligus memberikan landasan yang kokoh bagi dunia dan kemajuan ilmu 
pengetahuan dan teknologi di era globalisasi pada masa mendatang, perlu 
didukung oleh suatu undang-undang yang mengatur tentang perseroan 
terbatas yang dapat menjamin terselenggaranya iklim dunia usaha yang 
kondusif. 
3. Perseroan terbatas sebagai salah satu pilar pembangunan perekonomian 
nasioanal, perlu diberikan landasan hukum untuk lebih memacui 
pembangunan nasional yang disusun sebagai usaha berdasar atas asas 
kekeluargaan. 
4. Undang-undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dipandang 
sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan 




Dalam sejarah perkembangan pengaturan perseroan terbatas berada 
pada titik stagnan sejak KUHD diberlakukan di Indonesia (Hindia Belanda 
pada saat itu) pada tahun 1848 berdasarkan asas konkordansi/ 
concordantiebeginsel. Perubahan pertama terhadap pengaturan mengenai 
perseroan terbatas baru ada pada tahun 1995 dengan diberlakukannya Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, dan 12 (dua belas) 
tahun kemudian Pemerintah melakukan perubahan kedua dengan 
diberlakukannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 
Terbatas menggantikan undang-undang sebelumnya. Dua kali perubahan secara 
kelembagaan peraturan mengenai perseroan terbatas mampu menggambarkan 
karakter yang bertolak belakang ketika dihadapkan dengan aktivitas ekonomi 
yang cenderung cair dan dinami.26 
Keberadaan Perseroan Terbatas sebagai subjek hukum mendapat 
perhatian yang cukup luas dari para ahli hukum perusahaan, antara lain perbuatan 
yang dilakukan dalam rangka kepentingan perseroan terbatas haruslah dipandang 
sebagai perbuatan badan itu sendiri. Adapun manusia perorangan pribadi yang 
berkepentingan terwakili dalam unit lembaga perseroan (pemegang saham) 
dianggap lepas eksistensinya dari badan atau lembaga perseroan tersebut.27 
Konsekuensi logis dari kemandirian Perseroan Terbatas adalah sifat 
pertanggungjawaban yang terbatas. Yang dimaksud dengan pertanggungjawaban 
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terbatas disini adalah apabila terjadi utang atau kerugian dari perseroan, maka 
utang atau kerugian tersebut hanya akan dibayar dari bagian (share) yang mereka 
tanamkan dalam perseroan.28 
Perseroan Terbatas juga melakukan kegiatan usaha dalam bidang 
perekonomian untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Menjalankan kegiatan 
usaha artinya menjalankan perusahaan itu sendiri. Agar kegiatan usaha 
perusahaan itu sah maka harus mendapatkan izin usaha dari pihak yang 
berwenang dan harus didaftarkan menurut ketentuan peraturan 
perundangundangan29 Modal dasar PT terbagi dalam saham. Karena modalnya 
terdiri dari saham-saham yang dapat diperjual belikan, perubahan kepemilikan 
perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan. Setiap 
perseroan harus mempunyai modal dasar (authorized capital) yang merupakan 
harta kekayaan perseroan sebaga badan hukum. Kekayaan PT ini terpisah dari 
kekayaan pribadi pendiri, organ perseroan dan pemegang saham30 Setiap 
perseroan harus memenuhi persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan peraturan pelaksanaannya. Ketentuan yang mengatur PT 
diantaranya Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 
dan tentu saja Anggaran Dasar PT itu sendiri.31 
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30Ibid 





 Agar Perseroan diakui secara resmi sebagai badan hukum, akta 
pendirian dalam bentuk akta notaris tersebut harus diajukan oleh para pendiri 
secara bersama-sama melalui sebuah permohonan untuk memperoleh Keputusan 
Menteri (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) mengenai pengesahan badan 
hukum Perseroan. Pengesahan badan hukum Perseroan ini diatur dalam Pasal 11 
UUPT. Pengajuan permohonan itu dilakukan melalui jasa teknologi informasi 
sistem administrasi badan hukum (SABH) sercara elektronik kepada menteri 
dengan mengisi format isian yang memuat sekurang-kurangnya : Nama dan 
tempat kedudukan Perseroan,. Jangka waktu berdirinya Perseroan, Tujuan serta 
kegiatan usaha Perseroan, Jumlah modal dasar, modal ditempatkan dan modal 
disetor, Alamat lengkap Perseroan.32 
Sebagai subjek hukum, perseroan terbatas adalah artificial person 
perseroan terbatas tidak mungkin memiliki kehendak, dan karenanya juga juga 
tidak dapat melakukan tindakannya sendiri. Untuk membantu perseroan terbatas 
dalam melaksanakan tugasnya dibentuklah organ-organ, yang secara teoritis ini 
disebut dengan organ theory. Untuk itu maka dikenal adanya tiga organ perseroan 
terbatas, yaitu : Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi; dan Dewan 
Komisaris.33 
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C. Tinjauan Umum Tentang Sistem Administrasi Badan Hukum 
(Sisminbakum) 
 SISMINBAKUM adalah suatu bentuk pelayanan kepada masyarakat 
yang diberikan oleh Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik 
Indonesia khususnya Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan 
menggunakan sistem komputerisasi dalam memproses permohonan pengesahan 
akta pendirian dan permohonan persetujuan dan penerimaan/laporan perubahan 
anggaran dasar perseroan terbatas, yang dilakukan secara online yang dapat 
diakses oleh seluruh notaris pada website www.sisminbakum.com.34 
SISMINBAKUM    dengan    menggunakan    sistem    komputerisasi    ini    
merupakan  suatu  bentuk  kerjasama  antara  penyelenggara  jasa  layanan  
internet       atau       provider       swasta       yaitu       perseroan       terbatas                                          
PT. SARANA REKATAMA DINAMIKA dengan Departemen Hukum dan Hak 
Asasi Manusia.  
Tiap    Notaris    yang    akan    mengakses    SISMINBAKUM    haruslah    
mendaftarkan   dirinya   ke   pihak   provider   tersebut   yang   perwakilannya   
bertempat  di  Departemen  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia.  Selanjutnya  
Notaris diberikan suatu kata kunci atau password yang terdiri dari rangkaian 
huruf atau angka yang dapat dirubah sesuai dengan keinginan Notaris yang 
bersangkutan. Selain itu Notaris juga dilengkapi dengan user ID  atau nama dari 
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user,  biasanya  adalah  nama  dari  Notaris  itu  sendiri,  untuk  digunakan  dalam    
membuka    atau    memulai    pengaksesan    di    dalam    website 
SISMINBAKUM yang beralamat di www.sisminbakum.com.  Dengan  demikian  
yang  dapat  melakukan  permohonan  pengesahan  terhadap akta-akta Notaris 
hanyalah Notaris itu sendiri, dan tidak dapat lagi biro  jasa  atau  orang  lain  dan  
bahkan  orang  dalam  perusahaan  turut  mengurus langsung dalam proses 
pengesahan tersebut. 
 SABH (dulu Sisminbakum) adalah jenis pelayanan yang diberikan 
kepada masyarakat dunia usaha dalam proses pengesahan badan hukum, 
pemberian persetujuan perubahan anggaran dasar, penerimaan pemberitahuan 
perubahan anggaran dasar, dan perubahan data, serta pemberian informasi lainnya 
secara elektronik (via computer dan internet), yang diselenggarakan Direktorat 
Jenderal Adminidtrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) pada Kementerian Hukum 
dan HAM RI. 
 Jenis layanan badan hukum melalui SABH yaitu Perseroan Terbatas, 
Yayasan dan Perkumpulan. Jenis layanan badan hukum meliputi: 
1. Pengesahan Badan Hukum; 
2. Persetujuan Badan Hukum; 
3. Penerimaan Pemberitahuan Badan Hukum;  
4. Berakhir Status Badan Hukum; 




6. Pemberian Salinan Surat Keputusan Badan Hukum yang hilang atau rusak. 
Sistem manual (sistem lama) dalam pelayanan jasa hukum khususnya 
dalam proses pengesahan pendirian Perseroan Terbatas, dinilai sudah tidak dapat 
mendukung kecepatan, kepastian dan peningkatan kepercayaan pengguna jasa 
hukum, sehingga perlu diganti dengan sistem baru (sistem komputerisasi dan 
sistem online). Berdasarkan pertimbangan tersebut, Menteri Kehakiman dan 
HAM saat itu  (Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra)  memandang perlu ditetapkannya 
sistem administrasi badan hukum yang baru yang dinamakan Sisminbakum 
(sekarang disebut SABH).35 
Penerapan SABH adalah penerapan prosedur permohonan pengesahan 
badan hukum dengan menggunakan computer atau dengan fasilitas 
homepage/website. Anggota atau pelanggan SABH adalah Notaris, Konsultan 
Hukum dan pihak lain yang telah memiliki username dan kode password tertentu 
serta telah memenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan berdasarkan 
keputusan Ditjen AHU.36 
Sistem online SABH bermanfaat meningkatkan kinerja dan pelayanan 
Notaris dalam pengesahan badan hukum, serta bermanfaat meningkatkan kinerja 
pegawai Kemenkumham dalam menyelenggarakan administrasi dan menyimpan 
data-data badan hukum agar lebih tertib dan lebih mudah melakukan penelusuran 
data. Efisiensi ruang dan waktu dalam sistem ini dibuat berdasarkan kebutuhan 
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dan tuntutan masyarakat terutama kalangan pebisnis di Indonesia. Dengan sistem 
lama, seluruh prosedur dilakukan secara manual sehingga permohonan 
pengesahan badan hukum memakan waktu berbulan-bulan bahkan hingga satu 
tahun.35 Dengan adanya sistem online, pengurusan administrasi Perseroan 
Terbatas dapat dilakukan secara terpusat melalui jaringan internet SABH.37 
Pasal 2 Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia nomor M-01.HT.01.01 TAHUN 2000 Tentang Pemberlakuan 
Sistem Administrasi Badan Hukum Di Direktorat Jenderal Hukum Umum 
Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 
SISMINBAKUM diberlakukan pada : 1. Pengesahan akta pendirian atau 
persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas; dan 2. Permohonan 
lain yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Administrasi 
Hukum Umum. 
Keuntungan dibentuknya SISMINBAKUM itu sendiri itu adalah: 
1. peningkatan layanan jasa hukum (pengesahan badan hukum) dari maksimal 
60 (enampuluh) hari atau lebih menjadi paling lama 1 (satu) minggu dan 
paling cepat 3 (tiga) hari 
2. dengan online sistem dapat dihindari frekuensi tatap muka antara penyedia 
jasa dan pemakai jasa, dan dapat ditekan seminimal mungkin terjadinya 
kolusi, dan nepotisme yang berakhir dengan suap dapat dihilangkan;  
                                                             
37Iswi Hariyani, dkk, Panduan Praktis SABH (Sistem Administrasi Badan Hukum), 




3. kualitas Sumber Daya Manusia di lingkungan Departemen Kehakiman dan 
Hak Asasi Manusia khususnya dilingkungan Direktorat Perdata semakin 
meningkat 
4. penggunaan teknologi tinggi dalam pelayanan jasa hukum memerlukan 
investasi yang cukup mahal sehingga sangatlah wajar jika peningkatan 
pelayanan jasa hukum tersebut diikuti dengan perubahan kenaikan tarif 
pelayanan di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dengan 
peningkatan pemasukan keuangan Negara tersebut maka diharapkan dapat 
meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan pegawai di lingkungan 
Direktorat Jendral Hukum dan Perundang-undangan 
5. dengan online sistem maka fungsi kontrol dan kendali dapat dilaksanakan 
tanpa memerlukan banyak tenaga melainkan cukup dengan sistem yang 
terkendali baik oleh Kasubdit, Direktur dan Dirjen dengan bantuan Notaris 
6. dengan online sistem yang memungkinkan akses publik baik di dalam negeri 
mapun di luar negeri ke dalam Home page Direktorat Jendral Hukum dan 
Perundang-undangan, maka Direktorat Jendral Hukum dan Perundang-
undangan memasuki era tranparansi dalam dunia usaha yang dapat 
memberikan keuntungan timbal balik antara Notaris dengan Departemen 
Hukum dan Perundang-undangan.38 
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 Pasal 11 Permenkumham Nomor 4 Tahun 2014, untuk memperoleh 
keputusan menteri mengenai pengesahan Badan Hukum dan Perseroan, 
pemohon harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada menteri, 
permohohonan tersebut diajukan paling lama 60 hari terhitung sejak tanggal akta 
pendirian telah ditandatangani Alur Pengajuan Permohonan Elektronik terkait 
Pengesahan dan/atau Perubahan Anggaran Dasar dan/Data Perseroan dalam 
SABH bila diuraikan sebagai berikut :  
1. Setelah akta notaris mengenai pendirian/perubahan anggaran dasar dan/atau 
data PT ditanda tangani, maka notaris mengajukan permohonan dengan akses 
online SABH melalui website ahu.go.id diawali dengan melakukan 
pembelian dan pembayaran voucher Penerimaan Negara Bukan Pajak 
(PNBP) terkait Pengesahan Badan Hukum PT/Perubahan Anggaran Dasar 
dan/atau Data Perseroan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah 
Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan 
Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak 
Asasi Manusia.  
2. Setelah melakukan pembayaran atas PNBP terkait maka pemohon akan 
mendapatkan Nomor voucher untuk melakukan akses terkait Pengesahan 
Pendirian Badan Hukum/Perubahan Anggaran Dasar dan/atau Data 




Pendirian/Perubahan. Format isian pendirian yang memuat sekurang-
kurangnya adalah nama dan tempat kedudukan Perseroan, jangka waktu 
berdirinya Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, 
jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor, dan alamat 
lengkap Perseroan.(UUPT). Sedangkan Format isian perubahan diantaranya 
jenis perubahan yang hendak dilakukan yakni persetujuan dan/atau 
pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan/atau data perseroan, akta 
notaris yang menjadi dasar perubahan anggaran dasar, tanggal RUPS/ Berita 
Acara Rapat/ Notulen Rapat yang memerlukan persetujuan antara lain nama 
dan tempat kedudukan Perseroan, jangka waktu berdirinya Perseroan, 
maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan, Peningkatan modal dasar, 
dan status perseroan.  
3. Setelah mengisi Format Isian Pendirian/Perubahan pada SABH, notaris akan 
diminta menyetujui Surat Pernyataan Elektronik yang menyatakan bahwa 
data pada format isian pendirian/perubahan yang disampaikan dalam 
permohonan adalah sebenarnya dan keterangan mengenai dokumen 
pendukung telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 
pemohon bertanggung jawab penuh dan bersedia menerima segala bentuk 





4. Setelah itu Pemohon dalam hal ini Notaris diminta untuk menggunggah 
dokumen Pendukung yang dipersyaratkan yaitu Akta Pendirian/Perubahan 
Anggaran Dasar dan/atau Data Perseroan Terbatas (Permenkunham, 2014).  
5. Dalam hal Format Isian Pendirian atau Perubahan Perseroan telah sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menterilangsung 
menyatakan tidak berkeberatan atas permohonan pengesahan dan hukum 
Perseroan secara elektronik (Permenkunham, 2014). Berdasarkan penjelasan 
Pasal 10 ayat (3) UUPT permohonan persetujuan atau pemberitahuan 
perubahan anggaran dasar apabila terdapat dua jenis perubahan anggaran 
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secara langsung atau bersamaan saat pengajuan. Selain itu Pasal 30 
Permenkumham Nomor 4 Tahun 2014 jo Permenkumham Nomor 1 Tahun 
2016 mengatur mengenai Pengisian Format Perubahan Anggaran Dasar yang 
memerlukan persetujuan menteri dan cukup dengan diberitahukan dapat 
dilakukan secara bersama dengan pengisian Format Perubahan mengenai 
Data Perseroan.  
6. Setelah memperoleh Tidak Keberatan Menteri, maka menteri menerbitkan 
Keputusan Menteri mengenai Pengesahan badan hukum 
Perseroan/Keputusan Menteri Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar/Surat 
pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan/atau data perseroan dalam 




tidak keberatan menteri. Keputusan menteri ini disampaikan secara 
elektronik kepada notaris sehingga notaris dapat langsung melakukan 
pencetakan tersebut secara mandiri terhadap keputusan menteri mengenai 
pengesahan badan hukum perseroan/keputusan menteri persetujuan 
perubahan anggaran dasar/surat penerimaan pemberitahuan perubahan 
anggaran dasar dan/atau data perseroan.  
7. Setelah surat keputusan menteri mengenai pengesahan pendirian badan 
hukum perseroan dicetak secara mandiri oleh Notaris, sesuai ketentuan Pasal 
15 ayat (4) Permenkumham Nomor 4 Tahun 2014 jo Permenkumham Nomor 
1 Tahun 2016 surat tersebut wajib ditanda tangani dan dibubuhi cap jabatan 
oleh Notaris serta memuat frasa yang menyatakan “Keputusan Menteri ini 
dicetak dari SABH”. Hal serupa juga berlaku mutatis mutandis terhadap 
keputusan menteri persetujuan perubahan anggaran dasar/surat penerimaan 
pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan/atau data perseroan. 
D. Tinjauan Umum Tentang Pengesahan PT ke Sisminbakum 
 Pasal 7 UUPT menyatakan bahwa Sebuah perseroan terbatas dapat 
berdiri dan dibangun berdasarkan hal-hal yang dipersyaratkan serta diatur oleh 
Undang-undang. UUPT mengatakan bahwa perseroan didirikan oleh 2 (dua) 
orang atau lebih dan pendiriannya dapat dibuktikan dengan akta notaris yang 
dibuat dalam bahasa Indonesia. Dalam pengertian orang yaitu Warga Negara 




asing. Ketentuan dalam ayat ini menegaskan prinsip yang berlaku berdasarkan 
Undang-undang ini bahwa pada dasarnya sebagai badan hukum, perseroan 
didirikan berdasarkan perjanjian. 
Suatu perjanjian dalam pengertianberdasarkan  Pasal 1313 Kitab 
Undang-undang Hukum Perdata adalah suatu perbuatan adanya kata sepakat dari 
2 (dua) orang atau lebih yang saling mengikatkan diri. Karena itulah untuk 
perbuatan ini dipersyaratkan minimal harus ada 2 (dua) orang. Kesepakatan yang 
dibuat dalam perjanjian ini pada umumnya mengandung Asas Konsensualisme, 
yang berarti kedua belah pihak sudah setuju atau bersepakat mengenai sesuatu 
hal. Asas Konsensualisme ialah pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang 
timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan.48 
Artinya perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang 
pokok dan tidak diperlukan suatu formalitas.39 
Perjanjian merupakan akta pendirian yang sekaligus memuat anggaran 
dasar yang telah disepakati dan keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian 
perseroan. Pendirian PT dilakukan di hadapan notaris (dalam bahasa hukum 
disebut sebagai Akta Autentik) dengan prosedur membuat akta pendirian40.   
Pasal 8 angka 1 UUPT berbunyi: 
“Akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan 
dengan pendirian Perseroan.” 
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Dalam hukum pembuktian, akta otentik dipandang sebagai suatu alat 
bukti yang mengikat sempurna yang artinya bahwa apa yang ditulis di dalam akta 
tersebut harus dipercaya kebenarannya dan tidak memerlukan tambahan bukti 
lain. Berbeda dengan akta di bawah tangan, baru menjadi bukti yang sempurna 
apabila isinya diakui para pihak yang membuatnya.41 
Apabila perseroan setelah mendapatkan status badan hukum dan 
pemegang saham mengalihkan sebagaian sahamny kepada orang lain atau 
perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain selambat-lambatnya 6 
bulan sejak keadaan tersebut. pemegang saham wajib mengalihkan sebagian 
sahamnya kepada orang lain atau mengeluarkan saham baru kepada orang lain. 
Istilah “orang lain” yang dimaksud adalah orang yang tidak merupakan kesatuan 
harta, atau tidak memiliki harta bersama yaitu antara pemegang saham. Apabila 
tidak dilakukan, maka pemegang saham bertanggungjawab secara pribadi atas 
segala perikatan atau kerugian yang disebabkan oleh perseroan.  Dalam Undang-
undang secara tegas tidak memperolehkan hanya satu pemegang saham dan jika 
itu terjadi maka pemegang saham tunggal yang bertanggung jawab secaar pribadi 
atas perikatan dan juga pihak ketiga walaupun perseroan terbatas terbatas telh 
menjadi badan hukum yang terpisah secara harta dan pemegang saham terbatas 
tanggung jawab sebatas saham yang dimasukan sebagai modal.42 
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Penetapan larangan pemegang saham tunggal dan secara konseptual 
larangan pemegang saham tunggal mengandung beberapa makna sebagai berikut: 
a. Menjamin unsur perjanjian dalam pendirian perseroan tetap terermin. 
b. Menghindari penyeludupan tanggung jawab pribadi dari pemegang saham 
dengan menggunakan bentuk usaha perseroan terbatas. Disamping itu, 
pemegang saham tunggal kurang mencerminkan perseroan terbatas sebagai 
badan usaha yang modalnya terdiri dari saham-saham yang dimaksudkan 
untuk mengikutsertakan pihak lain dengan sistem pertanggungjawaban 
terbatas. 
c. Mewujudkan dasar kekeluargaan, yaitu terhadap pelanggaran atas larangan ini 
menyebabkan pemegang saham tunggal bertanggung jawab secara pribadi 
atas perikatan atau tindakan perseroan kepada pihak ketiga43 
Wujud pendirian perseroan dalam bentuk akta pendirian yang dibuat di 
hadapan notaris yang telah disepakati oleh para pendiri memuat sekaligus 
anggaran dasarnya, sejak ditandatanganinya akta pendirian perseroan oleh 
para pendiri sebenarnya perseroan telah berdiri. Sifat hubungan antar pendiri 
adalah hubungan kontraktual karena perseroan belum memperoleh status 
badan hukum.  Dibuat “dalam bahasa Indonesia”, bukan dalam bahasa 
lainnya. Jika akta pendirian tersebut ingin dibuatkan dalam bahasa lainnya (di 






luar bahasa Indonesia) adalah sah saja, tetapi bukan menjadi dasar untuk dapat 
diajukan dalam rangka pengesahan akta pendirian tersebut.44 
Pasal 7 ayat 7 disebutkan bahwa pengecualian Perseroan Terbatas 
didirikan oleh 2 (dua) orang atau paling sedikit mempunyai 2 (dua) orang 
pemegang saham tidak berlaku bagi : 
a. Persero yang sahamnya milik Negara; 
b. Perseroan yang mengelola Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, 
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan lembaga lain yang diatur 
dalam Undang-undang tentang Pasar Modal.  
Setiap pendiri perseroan wajib “mengambil bagian saham” pada saat 
proses pendirian sebagai bukti kepemilikan atas perseroan dari harta perseroan 
yang berbentuk saham, bagian saham dari pendiri ini wajib diambil oleh 
pendiri untuk berperan dalam mengambil keputusan pada Rapat Umum 
Pemegang Saham (RUPS). Pengecualian untuk “mengambil bagian saham” 
tidak berlaku bagi perseroan yang didirikan dalam rangka Peleburan. Rasio 
dari tidak adanya kewajiban mengambil saham bagi Perseroan Terbatas yang 
didirikan dalam rangka Peleburan, oleh karena dalam Perseroan Terbatas 
(Baru) yang didirikan, para pemegang sahamnya adalah Perseroan Terbatas 
yang meleburkan diri sedangkan pendiri dari Perseroan Terbatas (Baru) yang 





didirikan adalah Badan Hukum (Perseroan Terbatas-Perseroan Terbatas) yang 
meleburkan diri.45 
Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal 
diterbitkannya keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum 
perseroan. Ketentuan ini menegaskan bahwa perbuatan hukum perseroan 
sebagai badan hukum mulai berlaku paling lambat 14 hari sejak tanggal 
diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum 
perseroan. Keharusan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia 
yaitu sebagai publikasi yang lebih luas. Dalam praktek, apa yang diumumkan 
dalam Berita Negara itu hanyalah berita tentang telah didirikannya PT disertai 
beberapa identitas penting. Jadi maksudnya adalah agar masyarakat, 
khususnya pihak ketiga perlu sekali mengetahui ketentuan anggaran dasar 
Perseroan Terbatas46 
Pasal 8 UUPT, isi akta pendirian dan keterangan yang harus 
dicantuman dalam anggaran dasar perseroan diatur sebagai berikut : 
a. Akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan 
dengan pendirian perseroan; 
b. Keterangan lain sebagaimana dimaksud pada angka 1 memuat sekurang-
kurangnya :  
                                                             
45Smatlegal, https://smartlegal.id/pendirian-usaha/2019/01/02/waktu-yang-tepat-untuk-melaksanakan-
rups/, diakses 5 desember 2016, Jam 18.00 WIB 
46Jika Pendirian PT Tak Diumumkan di Tambahan Berita 
Negara,https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5e64ca9a3b2b8/jika-pendirian-pt-




a) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal dan 
kewarganegaraan pendiri perseorangan, atau nama, tempat kedudukan 
dan alamat lengkap, serta nomor dan tanggal keputusan menteri 
mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri perseroan;  
b) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal 
kewarganegaraan anggota direksi dan dewan komisaris yang pertama 
kali diangkat;  
c) Nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian 
jumlah saham, dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan 
disetor. 
d) Dalam pembuatan akta pendirian, pendiri dapat diwakili oleh orang lain 
berdasarkan surat kuasa. 
 Pengumuman dan pendaftaran perseroan yang berdasarkan undang-
undang perseroan ini dilakukan oleh Menteri tidak lagi memiliki keterkaitan 
langsung dengan tanggungjawab anggota direksi, tetapi lebih pada 
pengumuman kepada para pihak lain dan data yang akan dipergunakan oleh 
Menteri terkait sehubungan dengan pendataan perseroan di Indonesia47 
Dalam mendirikan perseroan, diperlukan kejelasan mengenai 
kewarganegaraan pendiri. Pada dasarnya, badan hukum Indonesia yang 
berbentuk perseroan didirikan oleh Warga Negara Indonesia atau badan 
                                                             
47Jamin Ginting, Hukum Perseroan Terbatas (UU No.40 Tahun 2007), PT Citra Aditya Bakti, 




hukum Indonesia. Namun, kepada Warga Negara Asing atau badan hukum 
asing diberi kesempatan untuk mendirikan badan hukum Indonesia yang 
berbentuk perseroan, sepanjang undang-undang yang mengatur bidang usaha 
perseroan tersebut memungkinkan atau pendirian perseroan tersebut diatur 
dengan undang-undang tersendiri. UUPT memuat suatu kaedah hukum baru, 
dimana “sebelum” Perseroan Terbatas didirikan, calon pendiri dapat 
melakukan perbuatan hukum untuk kepentingan Perseroan Terbatas yang 
belum didirikan, dan perbuatan hukum ini dapat mengikat Perseroan Terbatas 
tersebut setelah berstatus badan hukum jika :  
a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang pertama kali diadakan 
dalam jangka waktu paling lambat 60 (enampuluh) hari sejak berstatus 
badan hukum, menyatakan secara tegas menerima atau mengambil alih 
semua hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan hukum yang 
dilakukan oleh calon pendiri atau kuasanya. RUPS harus dihadiri oleh 
seluruh pemegang saham dan harus disetujui dengan suara bulat; atau  
b. Persetujuan tertulis oleh semua calon pendiri sebelum pendirian 
perseroan, tanpa diperlukan lagi persetujuan RUPS.   
Selanjutnya Undang-undang Perseroan Terbatas Pasal 13 telah mengatur 
perbuatan hukum atas nama perseroan yang belum memperoleh status 
sebagai badan hukum dapat “mengikat” perseroan setelah berstatus badan 




a) Perbuatan hukum dilakukan oleh semua pendiri, semua anggota 
Direksi, dan semua anggota Komisaris, dan setelah perseroan berstatus 
badan hukum, maka demi hukum perbuatan hukum itu “mengikat” 
perseroan; atau  
b) Perbuatan yang dilakukan oleh pendiri atas nama perseroan yang 
belum berstatus badan hukum, dapat “mengikat” perseroan setelah 
berstatus badan hukum, jika RUPS yang pertama kali dilakukan dalam 
jangka waktu paling lambat 60 (enampuluh) hari setelah berstatus 
badan hukum menerima dan mengambil alih perbuatan hukum yang 
dilakukan pendiri tersebut. RUPS ini harus dihadiri oleh semua 
pemegang saham dan disetujui dengan suara bulat.48 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Hasil Penelitan 
 Dalam Pendirian Perseroan Terbatas Tanggung jawab notaris terhadap 
dimulai dari adanya ketentuan bahwa pendirian Perseroan Terbatas, sebagai suatu 
perjanjian, dibuat dan dituangkan dalam suatu akta notariil. Pasal 7 ayat (1) 
UUPT menetapkan bahwa perseroan terdiri oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan 
akta notaris yangdibuat dalam bahasa Indonesia. Dalam Pasal 1868 ditentukan 
sebagai berikut : 
 “Akta otentik adalah akta yang dibuat dan diresmikan dalam bentuk 
menurut hukum, oleh atau dihadapanpejabat-pejabat umum, yang 
berwenang berbuatdemikian, dimana akta itu dibuat”.  
 
 Peran notaris sebagai pejabat publik sangat diperlukan dalam 
mendirikan suatu Perseroan Terbatas sebagai badan usaha yang berbadan hukum, 
yaitu antara lain dalam Pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas yang berupa 
suatu akta autentik dan Pengajuan permohonan pengesahan badan hukum 
Perseroan Terbatas kepada Menteri melalui sistem administrasi badan hukum. 
Dalam Proses pengesahan sistem lama seluruh pekerjaan dilakukan secara manual 
dari mulai penerimaan berkas, pengecekan kelengkapan dan nama , pembayaran 
dan pembuatan kartu  kendali serta dokumen-dokumen pada proses manual masih 
berbentuk kertas laporan, baik pendirian, persetujuan maupun laporannya. Dalam 




nepotisme dikalangan pegawai Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. 
Dalam menghadapi kendala tesebut dengan memanfaatkan teknologi yang 
semakin berkembang sehingga dibuatlah sistem online supaya bisa diakses notaris 
seluruh wilayah Indonesia. 
 Notaris dalam menjalankan jabatannya selaku pejabat umum selain 
terikat dengan peraturan jabatan, juga terikat pada sumpah jabatan yang 
diucapkan pada saat pengangkatan sebagai notaris, dimana notaris wajib untuk 
merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperolehnya. Informasi yang diyakini 
sebagai salah satu agenda penting masyarakat dunia diera globalisasi hal ini 
berimplikasi terhadap perubahan tatanan budaya, hukum, sosial dan ekonomi agar 
masyarakat siap dalam menghadapi era globalisasi. 
 Dengan kondisi tersebut menimbulkan adanya suatu posibilitas atau 
kemungkinan perbuatan kontrak yang dilakukan tanpa adanya pertemuan secara 
langsung. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sendiri mempunyai 
unit kerja dalam pelayanan jasa hukum kepada masyarakat dibidang pengesahan 
badan hukum yang berbentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas atau yang biasa 
di sebut dengan istilah SISMINBAKUM itu sendiri situs resmi yang merupakan 
sistem komputerisasi dalam proses pengesahan pendirian suatu badan hukum 
yang dimiliki direktorat jendral administrasi badan hukum umum. Sistem 
Adminitsrasi Hukum Umum (AHU) Online lebih memudahkan pengesahan 




Badan Hukum yang dahulu. AHU online lebih memudahkan pengesahan badan 
hukum yang dahulu. AHU online menerapkan pelayanan prima dengan 
mengutamakan pelayanan yang professional, cepat, tepat, efisien, murah dan 
bebas pungli. 
 Dalam proses permohonan pengesahan akta dan permohonan 
persetujuan dan penerimaan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas yang 
dilakukan secara online yang diakses notaris diseluruh wilayah di Indonesia 
dengan menggunakan website www.sisminbakum.com.  
Keuntungan dibentuknya SISMINBAKUM itu sendri yaitu : 
1. Jangka waktu pengesahan badan hukum menjadi paling lama 1 minggu dan 
paling cepat 3 hari. 
2. Menghindari terjadinya kolusi dan nepotisme 
3. Fungsi control dan kendali dapat dilaksanakan tanpa memerlukan banyak 
tenaga 
4. Dengan online sistem yang merupakan memungkinkan akses public baik 
didalam negeri maupun diluar negeri kedalam Home page Direktorat Jenderal 
Hukum dan Perundang-undangan49 
 Menurut salah satu Notaris di Kota Tegal Farah Fauziah Hanum 
menjelaskan sebelum melakukan pembuatan Akta Pendirian notaris terlebih dulu 
mengecek nama persero yang akan dipakai dalam sisminbakum. Selanjutnya 
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Notaris melakukan serangkaian tahapan untuk pengesahan Perseroan Terbatas 
melalui sisminbakum,  
yaitu : 
1. Pemesanan nomor voucher simpadhu dan masuk ke halaman website 
http://ahu.go.id 
2. Pilih menu Simpadhu lalu mengisi form pemesanan voucher PNBP lalu 
memilih jenis layanan hukum, isi nama pemohon, email pemohon, nomor 
pemohon dan jumlah pembelian lalu setelah itu ceklis pertanyaan dan pilih 
tombol simpan. 
3. Pilih layanan Perseroan Terbatas 
4. Pesan nama PT 
5. Lalu Notaris membuat Akta Pendirian PT 
Ditandatangani oleh pendiri PT 
1. Buat salinan akta pendirian dengan cat2atan telah dijatuhkan nomer dan 
tanggal akta 
2. Masuk ke ditjen ahu lagi pilih PT 
3. Pilih pendirian dan ikuti semua langkah-langkahnya 
4. Upload salinan akta pendirian PT 
5. Dan otomatis setelah diupload salinan akta tercetaklah surat keputusan dari 
kementerian Hukum dan HAM RI.50 
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 Sebelum  Notaris  melakukan  pengaksesan  tersebut,  maka  Notaris  harus  
membayar  akses  fee  atau  biaya  pengaksesan  sebesar  sebagai berikut : a.      
untuk  pemesanan  nama  perseroan  sebesar  Rp.  350.000,-  (tigaratus  limapuluh  
ribu  rupiah)  ditambah  biaya  Pajak  Negara  sebesar  10%  (sepuluh    persen)    
sehingga    seluruhnya    berjumlah    Rp.    385.000,-    (tigaratus delapanpuluh 
lima ribu rupiah); b.    untuk  proses  pengisian  FIAN  Notaris  dikenakan  biaya  
pengaksesan  sebesar  Rp.  1.000.000,-  (satu  juta  rupiah)  ditambah  Pajak  
Negara  sebesar    10%    (sepuluh    persen)    sehingga    seluruhnya    berjumlah      
Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah). 
 Untuk pelaksanaan pengesahan PT itu sendiri jika berkas PT pemohon 
telah lengkap serta nama PT sudah diverifikasi oleh kementrian Hukum dan 
HAM RI dan akta pendirian telah ditandatangani para pendiri yang selanjutnya 
Notaris menginput isi akta pada sisminbakum, pilih layanan perseroan terbatas 
dan mengikuti semua langkah-langkahnya yang kemudian menginput data. Tapi 
harus dikoreksi dahulu data-data PT sebelum diupload akta pendirian yang sudah 
ditandatangani oleh notaris. Sekiranya sudah  benar maka akta dapat diupload dan 
otomatis akan keluar surat keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Perseroan 
tersebut. Pengesahan PT harus melalui sisminbakum karena mengacu pada 
Peraturan Undang-undang No 40 tahun 2007 tentang Pemberian Pengesahan 
Perseroan Terbatas Melalui Sisminbakum yang dilakukan secara online. 




terjadinya interaksi yang dapat menyebabkan tingginya biaya kepengurusan 
pengesahan. 
 SIMINBAKUM   adalah   Sistem   Administrasi   Badan   Hukum   
yang   merupakan  sebuah  sistem  komputerisasi  pendirian  Badan  Hukum  yang  
telah  diterapkan  di  Departemen  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  
Indonesia.   Kehadiran   SISMINBAKUM   ini   akan   mempercepat   proses   
pembuatan     serta     memperbaiki     sistem     pendokumentasian,     yang     
sebelumnya memakan waktu 6 (enam) bulan melalui sistem manual  dapat 
dipersingkat menjadi 7 (tujuh) hari kerja. Seluruh  proses  pembuatan  dilakukan  
secara  online  melalui  jaringan  internet    yang    dapat    diakses    oleh    setiap    
Notaris    yang    mengikuti    SISMINBAKUM  dari  seluruh  wilayah  Indonesia.  
Masing-masing  notaris  yang terdaftar pada SISMINBAKUM akan diberikan 
User Id dan Pass-worduntuk menjaga keamanan selama pemrosesan. Notaris 
dapat melakukan Monitoring langsung melalui jaringan internet24   (duapuluh   
empat)   jam   sehingga   dapat   mengetahui   kemajuan   dari   pemrosesan  yang  
ada  di  Departemen  Hukum  dan  Perundang-undangan.  Jika   ada   kesalahan   
dapat   dilakukan   perbaikan   secara   langsung   dan   komunikasi  antara  
Departemen  Hukum  Dan  Perundang-undangan  dan  Notaris dapat dilakukan 
melalui e-mail.  
 Dengan  SISMINBAKUM  keseluruhan  proses  dapat  dilakukan  




pemohon.  Pembayarannyapun   dilakukan   melalui   Bank   yang   ditunjuk   
sehingga   meminimalkan  terjadinya  pungutan  liar.  Selain  itu  oleh  karena  
semua  proses  dan  data  akan  disimpan  dalam  suatu  bank  data  secara  
elektronis  atau   yang   lebih   dikenal   dengan   nama   data   base,   sehingga   
tidak   memerlukan  suatu  ruangan  yang  lebih  luas  untuk  penyimpanan  data-
data  tersebut.  Dengan  demikian  menggunakan  sistem  online  ini  tidak  ada  
masalah   yang   timbul   dalam   praktek   pengesahan   perseroan   terbatas   
menjadi  badan  hukum  karena  sistem  on  line  ini  mempunyai  fungsi  kontrol  
dan kendali yang baik. tetapi terkadang layanan ini pada waktu tertentu tidak 
dapat diakses dikarenakan adanya pembaharuan atau perbaikan sistem hal ini 
tentu saja tidak diketahui oleh notaris kapan layanan ini akan dibuka kembali.51 
B. Pembahasan 
1. Faktor Yang Menyebabkan Penolakan Pengesahan Perseroan Terbatas 
Sebagai Badan Hukum Dalam Sistem Administrasi Badan Hukum  
Dalam merespon Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan 
Terbatas, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Departemen 
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah melakukan langkah-
langkah untuk menyederhanakan prosedur pengesahan badan hukum dengan 
mengunakan teknologi informasi dan pelayanan satu atap. 
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Pasal 7 UUPT perseroan terbatas didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih 
dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Yang  dimaksud  
dengan  orang  adalah  orang  perseorangan  baik  Warga  Negara Indonesia 
(WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA) serta Badan Hukum Indonesia 
atau Asing. Ketentuan dalam ayat ini menegaskan prinsip yang   berlaku   
berdasarkan   Undang-undang   ini   bahwa   pada   dasarnya   sebagai badan 
hukum, perseroan didirikan berdasarkan perjanjian. 
Suatu perjanjian dalam pengertian Pasal 1313 Kitab Undang-undang 
Hukum  Perdata  adalah  suatu  perbuatan  adanya  kata  sepakat  dari  2  (dua)  
orang   atau   lebih   yang   saling   mengikatkan   diri.   Karena   itulah   untuk   
perbuatan ini dipersyaratkan minimal harus ada 2 (dua) orang. Kesepakatan 
yang    dibuat    dalam    perjanjian    ini    pada    umumnya    mengandung       
assas  konsensualisme,  yang  berarti  kedua  belah  pihak  sudah  setuju  atau  
bersepakat mengenai sesuatu hal. 
Setiap  pendiri  perseroan  wajib  mengambil  bagian  saham  pada  saat  
proses  pendirian  sebagai  bukti  kepemilikan  atas  perseroan  dari  harta  
perseroan  yang  berbentuk  saham,  bagian  saham  dari  pendiri  ini  wajib  
diambil  oleh  pendiri  untuk  berperan  dalam  mengambil  keputusan  pada  
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pengecualian  untuk  mengambil  
bagian  saham  tidak  berlaku  bagi  perseroan yang didirikan dalam rangka 




Perseroan Terbatas yang didirikan dalam rangka  Peleburan,  oleh  karena  
dalam  Perseroan  Terbatas  (Baru)  yang  didirikan,  para  pemegang  
sahamnya  adalah  Perseroan  Terbatas  yang  meleburkan  diri  sedangkan  
pendiri  dari  Perseroan  Terbatas  (Baru)  yang  didirikan  adalah  Badan  
Hukum  (Perseroan  Terbatas-Perseroan  Terbatas)  yang meleburkan diri. 
Perseroan    memperoleh    status    badan    hukum    pada    tanggal    
diterbitkannya  keputusan  Menteri  mengenai  pengesahan  badan  hukum  
perseroan.  Ketentuan  ini  menegaskan  bahwa  perbuatan  hukum  perseroan  
sebagai    badan    hukum    mulai    berlaku    sejak    tanggal    diterbitkannya    
Keputusan   Menteri   mengenai   pengesahan   badan   hukum   perseroan.   
Dengan  demikian,  semua  tindakan  hukum  sebelum  pengesahan  tersebut  
menjadi tanggung jawab setiap pendiri perseroan secara tanggung renteng. 
Jika Perseroan telah memperoleh status badan hukum dan pemegang 
sahamnya  menjadi  kurang  dari  2  (dua)  orang,  maka  selambat-lambatnya       
6  (enam)  bulan  terhitung  sejak  keadaan  tersebut,  pemegang  saham  wajib  
mengalihkan  sebagian  sahamnya  kepada  orang  lain  atau  mengeluarkan  
saham baru kepada orang lain. Istilah orang lain yang dimaksud adalah orang 
yang tidak merupakan kesatuan  harta,  atau  tidak  memiliki  harta  bersama  
yaitu  antara  pemegang  saham.Apabila      tidak      dilakukan,      maka      
pemegang      saham      bertanggungjawab secara pribadi atas segala perikatan 
atau kerugian yang disebabkan oleh perseroan.52 
                                                             




Dalam mendirikan  perseroan, diperlukan kejelasan mengenai 
kewarganegaraan pendiri. Pada dasarnya, badan hukum Indonesia yang 
berbentuk perseroan didirikan oleh Warga Negara Indonesia atau badan 
hukum Indonesia. Namun, kepada Warga Negara Asing atau badan hukum 
asing diberi kesempatan untuk mendirikan badan hukum Indonesia yang 
berbentuk perseroan, sepanjang undang-undang yang mengatur bidang usaha 
perseroan tersebut memungkinkan atau pendirian perseroan tersebut diatur 
dengan undang-undang tersendiri. UUPT 40 tahun 2007 tentang Perseroan 
Terbatas mengatur tata cara untuk: 
1. pengajuan permohonan dan pemberian pengesahan status badan hukum; 
2. pengajuan permohonan dan pemberian persetujuan perubahan anggaran 
dasar; 
3. penyampaian pemberitahuan dan penerimaan pemberitahuan perubahan 
anggaran dasar dan/atau pemberitahuan dan penerimaan pemberitahuan 
perubahan data lainnya, 
Menurut Farah Fauziah Hanum , menjelaskan : untuk langkah awal 
pendirian PT yitu menentukan nama pada tahap ini pemohon yang akan 
mendirikan sebuah PT hendaknya menentukan nama terlebih dahulu dengan 
ketentuan : 




2. Jika nama PT memiliki kata asing hendaknya digabungkan dengan kata 
berbahasa Indonesia 
3. Nama PT harus tidak bertentangan dengan ketertiban umum atau 
kesusilaan  
4. Nama PT disesuaikan dengan maksud dan tujuan usaha PT53 
Oleh sebab itu Notaris biasanya menyarankan kepada pemohon untuk 
menentukan minimal 3 nama PT untuk pengganti jika nama PT sebelumnya 
ditolak oleh kementerian Hukum dan HAM RI. Sebagai salah satu contoh 
suatu ketika ada pemohon hendak mendirikan sebuah PT, pemohon datang ke 
notaris untuk menanyakan prosedur dan syarat-syarat pendirian PT. Saat 
prosedur telah diketahui dan syarat-syarat pendirian dirasa telah lengkap maka 
selanjutnya Notaris memesan nama PT dilayanan ditjen AHU secara online. 
Nama tersebut memiliki 3 suku kata dengan 2 diantaranya menggunakan  
bahasa asing, nama tersebut yaitu PT Freshbos Fish Jaya. Setelah tiga hari 
pemesanan nama, pihak Notaris akan mendapatkan pesan melalui email 
mengenai verifikasi atau persetujuan nama PT Freshbos Fish Jaya oleh 
kementerian Hukum dan HAM RI. Selanjutnya Notaris membuat akta 
pendirian dan ditandatangani oleh para pendiri PT tersebut. Akta yang telah 
ditandatangani oleh para pendiri  selanjutnya akan dibuatkan salinan untuk 
proses penginputan data ke sisminbakum untuk langkah penginputan 
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dilakukan tanpa ada hambatan apapun hingga langkah terakhir yaitu 
penguploadan salinan akta dari keluarnya surat keputusan dari kementerian 
hukum dan HAM RI mengenai pengesahan pendirian PT tersebut secara 
elektronik. Namun mendapatkan email balasan dari ditjen Ahu mengenai 
penolakan nama PT Freshbos Fish Jaya dengan catatan bahwa nama tersebut 
ditolak karena mengandung 2 suku kata asing. Karena kebanyakan Faktor 
yang menyebabkan terjadinya penolakan Pengesahan Perseroan Terbatas 
sebagai Badan Hukum Dalam Sistem Administrasi Badan Hukum yaitu 
terjadinya 2 suku kata asing, nomor dan tanggal akta tidak sesuai dengan yang 
diinput pada sistem, dan tidak mengupload bukti setor modal.54 
2. Proses Penyelesaian Terhadap Penolakan Pengesahan Perseroan 
Terbatas sebagai Badan Hukum Dalam System Administrasi Badan 
Hukum 
Pentingnya peranan Notaris dalam membantu menciptakan kepastian 
dan perlindungan masyarakat, lebih bersifat preventif atau bersifat 
pencegahan terjadinya permasalahan hukum. Notaris sebagai salah satu 
profesi di bidang hukum bertugas memberikan pelayanan hukum serta 
menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum dalam 
masyarakat. Notaris mempunyai peranan yang sangat penting dalam lalu 
lintas hukum, khususya dalam hukum keperdataan, karena Notaris 
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berkedudukan sebagai pejabat publik, yang mempunyai kewenangan untuk 
membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan 
yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan 
dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu otentik, menjamin kepastian 
tanggalnya, menyimpan akta dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, 
semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak 
juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain yang 
tertuang dalam Pasal 15 ayat ( 1 ) Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 
tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang 
Jabatan Notaris . Notaris ditugaskan oleh kekuasaan umum untuk dan apabila 
undang-undang mengharuskan demikian atau dikehendaki oleh masyarakat 
membuat alat bukti tertulis tersebut yang mempunyai kekuatan otentik seperti 
ditentukan dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH 
Perdata) yaitu: “Suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam 
bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan 
pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat dimana akta dibuat”.55 
Salah satu kebutuhan akta dalam bidang bisnis adalah akta pendirian 
Perseroan Terbatas (PT). Perseroan Terbatas adalah bentuk usaha yang paling 
diminati dan paling disukai, karena disamping pertanggungjawabannya yang 
bersifat terbatas, Perseroan Terbatas juga memberikan kemudahan bagi 
                                                             
55 Salim HS, Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta 




pemilik (pemegang saham) untuk mengalihkan perusahaannya (kepada setiap 
orang) dengan menjual seluruh saham yang dimilikinya pada perusahaan 
tersebut, serta keuntungan-keuntungan lainnya.56 
Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 
Perseroan Terbatas menyatakan bahwa : 
“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, 
adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, 
didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan 
usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam 
saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam 
Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya” 
Dalam mendirikan PT mempunyai syarat tertentu yang harus didirikan 
oleh dua atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia., 
untuk pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan 
didirikan. Perseroan yang memperoleh status bdan hukum pada tanggal yang 
diterbitkan keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan, 
Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham 
menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) 
bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan 
wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan 
mengeluarkan saham baru kepada orang lain. Pemegang saham tetap kurang 
dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas 
segala perikatan dan kerugian Perseroan, dan atas permohonan pihak yang 
                                                             





berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut 
dijelaskan dalam pasal 7. Sedangkan dalam pasal 7 ayat (7) UUPT, 
menyatakan ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) 
orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ketentuan pada 
ayat (5), serta ayat (6) tidak berlaku bagi : 
a. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; atau 
b. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, 
lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana 
diatur dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal. 
Dalam pendirian PT terkadang ada penolakan  dari notaris karena 
tidak memenuhi syarat yang dicantumkan oleh UUPT seperti PT Freshbos 
Fish Jaya ditolak karena memiliki 2 suku kata asing menurut Farah Fauziah 
Hanum untuk Proses Penyelesaian Terhadap Penolakan Pengesahan Perseroan 
Terbatas sebagai Badan Hukum Dalam System Administrasi Badan Hukum 
yaitu dengan memesan ulang nama PT yang baru dengan sebaiknya 
menggunakan 3 suku kata berbahasa Indonesia dan jika memang pemohon 
ingin menggunakan kata asing hendaknya kata asing tersebut berjumlah satu 
kata dan dua kata lainnya berbahasa Indonesi. Untuk proses selanjutnya sama 
seperti proses awal pendirian PT. Prosedur pendirian PT di dalam UU No. 40 
Tahun 2007 tentang PT diatur di dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 14 




tentang PT, dikatakan bahwa Perseroan didirikan minimal oleh 2 ( dua ) orang 
atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.57 
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1. Penolakan Pengesahan Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum Dalam 
Sistem Administrasi Badan Hukum apabila dalam pendirian PT tidak 
memenuhi syarat  seperti PT Freshbos Fish Jaya. Yang awal kejadian itu 
ketika ada pemohon hendak mendirikan sebuah PT, pemohon datang ke 
notaris untuk menanyakan prosedur dan syarat-syarat pendirian PT. Saat 
prosedur telah diketahui dan syarat-syarat pendirian dirasa telah lengkap maka 
selanjutnya Notaris memesan nama PT dilayanan ditjen AHU secara online. 
Nama tersebut memiliki 3 suku kata dengan 2 diantaranya menggunakan  
bahasa asing, nama tersebut yaitu PT Freshbos Fish Jaya. Setelah tiga hari 
pemesanan nama, pihak Notaris akan mendapatkan pesan melalui email 
mengenai verifikasi atau persetujuan nama PT Freshbos Fish Jaya oleh 
kementerian Hukum dan HAM RI. Selanjutnya Notaris membuat akta 
pendirian dan ditandatangani oleh para pendiri PT tersebut. Akta yang telah 
ditandatangani oleh para pendiri  selanjutnya akan dibuatkan salinan untuk 
proses penginputan data ke sisminbakum untuk langkah penginputan 
dilakukan tanpa ada hambatan apapun hingga langkah terakhir yaitu 




hukum dan HAM RI mengenai pengesahan pendirian PT tersebut secara 
elektronik. Namun mendapatkan email balasan dari ditjen Ahu mengenai 
penolakan nama PT Freshbos Fish Jaya dengan catatan bahwa nama tersebut 
ditolak karena mengandung 2 suku kata asing karena kebanyakan Faktor yang 
menyebabkan terjadinya penolakan Pengesahan Perseroan Terbatas sebagai 
Badan Hukum Dalam Sistem Administrasi Badan Hukum yaitu terjadinya 2 
suku kata asing, nomor dan tanggal akta tidak sesuai dengan yang diinput 
pada sistem, dan tidak mengupload bukti setor modal. 
2. Proses Penyelesaian Terhadap Penolakan Pengesahan Perseroan Terbatas 
sebagai Badan Hukum Dalam System Administrasi Badan Hukum yaitu 
dengan memesan ulang nama PT yang baru dengan sebaiknya menggunakan 3 
suku kata berbahasa Indonesia dan jika memang pemohon ingin 
menggunakan kata asing hendaknya kata asing tersebut berjumlah satu kata 
dan dua kata lainnya berbahasa Indonesi. Untuk proses selanjutnya sama 
seperti proses awal pendirian PT. Prosedur pendirian PT di dalam UU No. 40 
Tahun 2007 tentang PT diatur di dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 14 
(delapan pasal). Menurut Pasal 7 ayat ( 1 ) UU No. 40 Tahun 2007 
tentang PT, dikatakan bahwa “Perseroan didirikan minimal oleh 2 ( dua ) 







Setelah hasil verifikasi atau persetujuan nama dari kementerian Hukum dan HAM 
RI diterbitkan melalui email sebaiknya pihak notaris memberikan waktu maksimal 
7 hari dari pengesahan nama PT tersebut dan apabila dalam jangka waktu yang 
telah diberikan tidak ada pemberitahuan apapun, notaris dapat melanjutkan proses 
tersebut supaya tidak adanya penolakan mengenai nama untuk pendiran PT dan 
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